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RINGKASAN 

Reformasi ketatanegaraan di Indonesia melalui amandemen Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 telah melegitimasi bahwa negara 

Indonesia merupakan negara hukum. Konsekuensi yang timbul dari ketentuan tersebut 

ialah supremasi hukum yang harus ditegakkan tanpa adanya tebang pilih. Melalui 

semangat konstitusionalisme, UUD NRI 1945 menjelma sebagai hukum tertinggi (The 

supreme law of the land) yang harus dijadikan panglima tertinggi dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara. 

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman yang 

muncul pasca amandemen UUD 1945 telah mampu menjelma sebagai pelindung dari 

konstitusi. Sehingga tidak mengherankan manakala Mahkamah Konstitusi dijuluki 

sebagai the guardian of constitution (pengawal konstitusi), the sole interpreter of 

constitution (penafsir tunggal konstitusi), the guardian of the democracy (pengawal 

demokrasi, dan the protector of the citizen’s constitutional rights (pelindung hak 

konstitusional warga negara), atas julukan tersebutlah Mahkamah Konstitusi memiliki 

kewajiban konstitusional untuk menjaga semangat Pancasila yang melekat dalam 

pembukaan UUD 1945. 

Sehingga dalam hal ini guna mengembalikan eksistensi dibentuknya 

Mahkamah Konstitusi, penulis dengan semangat memberikan gagasan baru terkait 

dengan pemberian kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi berupa advisory 

opinion. Advisory Opinion merupakan pranata secara preventif untuk melindungi hak 
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konstitusional warga negara serta menjamin mekanisme ketatanegaraan yang lebih 

demokratis. Sehingga dalam konstelasi ketatanegaraan yang ada di Indonesia saat ini, 

maka Mahkamah Konstitusi satu-satunya kekuasaan kehakiman yang paling tepat 

untuk diberikan kewenangan tambahan berupa advisory opinion tersebut. Hal ini 

merupakan suatu hal yang wajar karena Mahkamah Konstitusi merupakan langgam 

dari penjagaan hak konstitusional warga negara yang secara terang diatur dalam 

konstitusi negara. 
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ABSTRAK 

Tesis dengan judul “Pemberian Kewenangan Advisory Opinion Kepada 

Mahkamah Konstitusi Melalui Perubahan Undang-Undang Dasar NRI 1945” ini 

bertujuan untuk memberikan intrumen baru dalam upaya perlindungan hak 

konstitusional warga negara serta penjagaan mekanisme ketatanegaraan yang 

lebih demokratis. Guna menguatkan argumentasi tersebut, akan diurai secara 

sistematis dasar konstitusional pemberian kewenangan advisory opinion kepada 

Mahkamah Konstitusi dan pembatasan kewenangan Mahkamah Konstitusi apabila 

diberikan kewenangan tambahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan oleh 

penulis ialah yuridis normatif (normative legal research), dengan pendekatan 

konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute 

approach), dan pendekatan perbadingan (comparative approach). Melalui 

pendekatan konseptual penulis mengelaborasi konsep negara hukum sebagai 

doktrin pemahaman penegakan dan perlindungan hukum di Indonesia. Adapun 

pendekatan perundang-undangan melalui UUD NRI 1945 dan UU No. 24 Tahun 

2003 sebagaimana diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah 

Konstitusi sebagai legitimasi kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia 

serta pendekatan perbandingan penulis gunakan untuk memotret pelaksanaan ex 

ante abstract review di negara Prancis dan Firlandia. Hasil penelitian menyatakan 

bahwa pentingnya penjagaan hak konstitusional warga negara dan penjagaan 

mekanisme katatanegaraan yang lebih demokratis masih belum terwujud dengan 

adanya kewenangan lembaga-lembaga negara saat ini. Pencederaan hak 

konstitusional warga negara kian terasa dibuktikan dengan banyaknya undang-

undang yang di judicial review di Mahkamah Konstitusi dikabulkan. Sehingga 

urgensi dari penelitian ini ialah: (1). Melindungi hak konstitusional warga negara 

dan penjagaan mekanisme katatanegaraan melalui upaya preventif. (2) Upaya 

preventif tersebut dapat dilaksanakan dengan memberikan kewenangan baru 

kepada Mahkamah Konstitusi berupa advisory opinion. (3). Dalam hal kaitanya 

memberikan kewenangan tersebut harus ada pembatasan yang jelas sebagai 

bentuk dari penjagaan doktrin negara hukum. 

Kata Kunci : Advisory Opinion, Negara Hukum, Mahkamah Konstitusi, dan Hak 

Asasi Manusia 
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ABSTRACT 

The thesis entitled "Granting Advisory Opinion Authority to the 

Constitutional Court through Amendments to the 1945 Constitution of the 

Republic of Indonesia" aims to provide a new instrument in the effort to protect 

the constitutional rights of citizens and safeguard more democratic constitutional 

mechanisms. In order to strengthen the argument, the constitutional basis will be 

systematically disbursed the authority of the advisory opinion to the 

Constitutional Court and the limitations of the authority of the Constitutional 

Court if the additional authority is given. The research method used by the author 

is normative juridical (normative legal research), with the conceptual approach 

(conceptual approach), statutory approach, and comparative approach 

(comparative approach). Through a conceptual approach the writer elaborates the 

concept of the rule of law as a doctrine of understanding law enforcement and 

protection in Indonesia. The legislative approach through the 1945 Constitution 

and Law No. 24 of 2003 as amended by Law No. 8 of 2011 concerning the 

Constitutional Court as the legitimacy of the authority of the Constitutional Court 

in Indonesia and the author's comparative approach to use to photograph the 

implementation of the ex ante abstract review in the countries of France and 

Ireland. The results of the study stated that the importance of safeguarding the 

constitutional rights of citizens and safeguarding more democratic state 

registration mechanisms has not yet been realized with the existence of the 

authority of state institutions today. The harming of citizens' constitutional rights 

is increasingly evidenced by the many laws that have been granted a judicial 

review in the Constitutional Court. So the urgency of this research are: (1). Protect 

citizens' constitutional rights and safeguard state registration mechanisms through 

preventive measures. (2) The preventive effort can be implemented by giving new 

authority to the Constitutional Court in the form of an advisory opinion. (3). In the 

case of providing such authority there must be clear restrictions as a form of 

safeguarding the rule of law. 

Keywords: Advisory Opinion, Rule of Law, Constitutional Court, and Human 

Rights 
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